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ABSTRAK 

 

Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya untuk 

mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung setelah 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan upaya hukum 

luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP di Indonesia. 

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, dan tidak ada 

peninjauan kembali di atas peninjauan kembali, kecuali dengan alasan terdapat 

berbagai putusan dalam satu obyek perkara. Proses peninjauan kembali ini 

memerlukan bukti baru (novum) yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya atau 

bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau kekhilafan hakim, 

dalam memutuskan putusan hakim menggunakan ratio decidendi yang berisi alasan-

alasan hukum, pengambilan putusan terkadang diwarnai oleh perbedaan pendapat 

oleh majelis hakim atau disebut dissenting opinion guna mencapai Asas keadilan 

maupun kemanfaatan, kepastian hukum, Setelah terbitnya SEMA No. 7  Tahun 2014 

tentang permohonan PK, menyatakan pada Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan kehakiman dan Pasal 66 ayat 1 atas perubahan UU No. 3 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan PK hanya dapat dilakukan satu kali. 

Apabila timbulnya PK pada tahap kedua mengakibatkan ketidakpastiaan hukum dan 

tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Rumusan 

masalah, Bagaimana ratio decidendi Peninjauan Kembali sebagai Upaya hukum luar 

biasa dan Bagaimana akibat hukum PK yang diajukan lebih dari satu kali. Penelitian 

secara yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pembahasan mencakup 

ratio decidendi pendekatan kasus tindak pidana korupsi yang telah mengajukan PK 

dua kali. Dan setelah lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Permohonan PK 

menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan bertentangan dengan 

asas kepastian hukum apabila diajukan lebih dari satu kali menyebabkan masyarakat 

pencari keadilan tersandera dalam ketidakpastian karena selalu diliputi ketidak-

tenangan atas upaya hukum PK kembali di kemudian hari. 

 

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Ratio Decidendi, Tipikor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Judicial Review (PK) is the right of the convict or his heirs to submit a 

request for review to the Supreme Court after the court decision has permanent 

legal force and is an extraordinary legal remedy regulated in Articles 263 to Article 

269 of the Indonesian Criminal Procedure Code. A request for review can only be 

submitted once, and there is no review beyond review, except on the grounds that 

there are multiple decisions in one object of the case. This review process requires 

new evidence (novum) that has never been presented before or evidence that the 

judge made a mistake in applying the law or the judge made an error. In deciding 

the decision the judge uses a ratio decidendi which contains legal reasons, decision 

making is sometimes colored by differences of opinion by panel of judges or what is 

called a dissenting opinion in order to achieve the principles of justice and 

expediency, legal certainty. After the publication of SEMA No. 7 of 2014 concerning 

PK applications, states in Article 24 paragraph 2 of Law no. 48 of 2009 concerning 

Judicial Power and Article 66 paragraph 1 regarding amendments to Law no. 3 of 

2009 concerning the Supreme Court emphasizes that PK can only be done once. If a 

PK occurs in the second stage, it results in legal uncertainty and is not in 

accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. Formulation of 

the problem, How is the ratio decidendi Judicial Review as an extraordinary legal 

remedy and What are the legal consequences of a PK that is submitted more than 

once. Normative juridical research or doctrinal legal research. The discussion 

includes the ratio decidendi approach to corruption cases that have submitted PK 

twice. And after the birth of SEMA No. 7 of 2014 concerning PK Applications 

causes a backlog of cases at the Supreme Court and is contrary to the principle of 

legal certainty if it is submitted more than once, causing people seeking justice to be 

held hostage in uncertainty because they are always filled with unease regarding PK 

legal efforts again at a later date.  

 

Keywords: Judicial Review, Ratio Decidendi, Corruption  
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